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ABSTRACT

The study in this research aims to understand what the meaning of good
faith used in the application of the Trademark Law, especially related to the
cancellation of trademarks in the Directorate General of Intellectual Property
Rights and the interpretation of the Supreme Court on the decision of the case
Number 968 K/Pdt.Sus- Hki/2016. The type searching used in this research is
Normative with Case Approach and Act Methods. The results of this study refers
to the lack of clear explanation of good faith in the laws of the brand and for the
meaning of good faith in the Directorate General of Intellectual Property Rights
is not necessarily the same as the interpretation of judges who usually correlate

with theillegal of brand registrants.

Keywords : good faith, cancellation of trademarks



A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil
kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu
bentuk ciptaan atau penemuan tertentu®. Merek merupakan salah satu bagian
penting dari manifestasi dari kekayaan intelektual manusia yang memiliki
peranan penting dalam perkembangan masyarakat banyak dalam kegiatan
perdagangan dan bisnis yang skala nasiona hingga internasional. Dalam
Undang-Undang Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.? Dalam penerapannya merek suatu hal
yang mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah untuk melindungi dari
permasalahan yang timbul seperti plagiatisasi, peniruan, bahkan melakukan

hal-hal yang melanggar hukum dalam konteks merek.

Yang di dalam Pendaftaran merek tersebut harus melewati tahapan-
tahapan yang telah ditentunkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun
2016 Bab 3 Pasal 4 mengenai Permohonan Pendaftaran Merek. Dengan

adanya pendaftaran ini maka pemilik merek memiliki hak atas merek yang

' Abdulkadir Muhammad,2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Itelektual, Bandung, PT.
Citra Aditya Bakti, him. 2.

2 _R.l., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang -Merek dan Indikasi Geografis”, Bab I,
Pasal 1, ayat 1.



mana merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik
Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya.®

Akan tetapi pada faktanya masih banyak oknum-oknum yang
memanfaatkan kesempatan yang seharusnya tidak gunakan olehnya.
Maksudnya adalah di lapangan ditemukan pembatalan merek yang terjadi
oleh putusan hakim. Pembatalan ini yang menjadi fokus kaian dalam
penelitian ini. Celah yang juga untuk menggali dan memahami penafsiran
hakim terkait pembatalan merek yang dilakukan oleh hakim yang biasanya
digukan dengan dalih tidak adanya itikad baik. Pembatalan merek sendiri
sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang

Merek dan Indikas Geografis khusunya pada bab X1, bagian kedua.

Sehingga keterkaitan antara pembatalan merek dagang tertentu dengan
dalih tidak memiliki itikad baik (good faith) merupakan hal yang perlu
dikaji, Pengkagjian terhadap salah satu perkara yang digjukan bentuk kasas
kepada Mahkamah Agung adalah kasus nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI1/2016
tentang pembatalan merek dagang pada perkara ini adalah berkaitan dengan
prinsip itikad bak (good faith) dan bermula penditian ini akan

dilaksanakan.

* I bid.



B. Metode Pendlitian

Peneltian ini berjenis penelitian normatif, yang pengumpulan bahan
hukumnya dengan studi kepustakaan dan Undang-Undang. Bahan-bahan
hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode preskriptif yaitu
dimaksudkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan konsepsi hukum baik
berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat ahli demikian pula dengan
metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum yang dirangkai
dengan sistematis untuk memahami keterkaitan pembatalan merek dagang
dengan penerapan prinsip itikad baik (good faith) dan dengan pendekatan

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).”

C. Hasll Pendlitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan
diatas bahwasanya penelitian ini mengacu pada pembatalan merek dagang
terkait yang merupakan berkaitan langsung dengan pemaknaan itikad baik
dadam sistem pembatalan merek dagang di DirJen Haki. Berikut
penjelasannya:

1. Maknaltikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

* Mukti Fajar Nur Dewata, Y ulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Y ogyakarta, Pustaka Pelgjar, him. 187.



Penerapannya di Dirjen Haki sebagaimana yang jelaskan ini
adalah keterkaitan itikad baik dengan Direktorat Merek adalah pada
saat penerapannya dalam pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual khususnya Direktorat Merek, yang mana lebih tepatnya
terkait dengan pendaftar merek yang dapat ditolak oleh Direktorat
Merek tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya “Permohonan
ditolak jika digjukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”, maka
dari itu bahwa itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang
sendiri terkait dengan pendaftaran merek, serta syarat utama dalam

mendaftarkan merek.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 diatas bahwa
pengertian itikad baik disini mengacu kepada pendaftar merek yang
mana seharusnya Direktorat Merek mengkaji para pendaftar bahwa

memang benar-benar beritikad baik dan tidak.

Mengambil contoh permohonan Merek yang sudah dikenal
masyarakat secara umum sgjak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa
sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut
sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya
patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang

sudah dikenal tersebut.’

> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang Merek serta
merta yang diterapkan oleh Direktorat Merek untuk pemekrisaan
subtantif sendiri lebih condong menunjuk kepada ukuran kepatutan
daripada ukuran norma hukum, inilah dasar dari itikad baik dalam
undang-undang dan diterapkan oleh Direktorat Merek saat melakukan

pemeriksaan oleh pemeriksa.

Sedangkan berdasarkan penerapannya di pengadilan biasanya lebih

condong kepada yang mana hal-hal yang dapat digukan pembatalan
merek dagangnya dipengadilan niaga dikarenakan sesuai dengan pasal
20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak
jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” Dan kembali
lagi dengan sendirinya dari beberapa macam yang dapat ditolak dan
tidak dapat didaftarkan terkait merek merupakan hal-ha yang
dianggap dapat berimplikasi terhadap pembatalan merek dagang dan
pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan terkait
penghapusan maupun pembatalan merek. Dan banyak yurisprudensi
sebagai bahan pertimbangan hakim.

Kasus Penafsiran Hakim Tentang Itikad Baik Dalam Putusan Perkara

Nomor 968 K/Pdt.Sus-Hki/2016

Berdasarkan kasus posisi dalam penelitian ini bahwasanya di
kategorin dua putusan yang mana berkaitan dengan penafsiran hakim

dalam artian secara vertikal yaitu penafsiran hakim untuk tingkat



pertama dan penafsiran Mahkamah Agung mengenai kasus ini yang

mana sebagal berikut :

Penafsiran hakim tingkat pertama tidak menyentuh bagian
“pembatalan merek” Mengenai pertimbangan hakim pada putusan
tingkat pertama yaitu Nomor 11/Pdt/Sus-M erek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu J.Casanova
(Penggugat) yang mendalilkan bahwa merek yang digunakan oleh
Tergugat Irawan Gunawan (Tergugat) merupakan merek yang
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat
J.Casanova yang mana mendalilkan mereknya merupakan merek
terkenal. Yang mana bersesuaian dengan pasal 6 dan 37 Undang-
Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang mana merupakan Undang-
Undang yang gunakan pada putusan pengadilan negeri yaitu pasasl 6
huruf b permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
merek tersebut ayat b yaitu “mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak
lain untuk barang dan/atau sgjenisnya dan juga berkaitan dengan pasal
37 ayat (3) “permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat
Jenderal, apabila Merek tersebut mempunya persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang
lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).



Selanjutnya adalah yang menjadi pokok disini  bahwa
J.Casanova tidak mempunyai hak untuk menyatakan penggugat adalah
pemegang merek J.Casanova, dengan demikian penggugat tidak dapat
membuktikan yang menjadi dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan
penggugat harus dinyatakan ditolak.

Pada tahapan selanjutnya penggugat melakukan banding,
sehingga diperika kembali penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung
yaitu :

Pada tahapan inilah di katakan bahwa penafsiran hukum yang
dilakukan hakim pengadilan negeri sudah keliru dalam melakukan
penerapan hukum pembuktian yang mana J.Casanova atau penggugat
dinyatakan tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan dicabut
sehingga pada perjalannya di bahas mengena pembatalan merek

dagang terkait dan tidak beritikad baik.

Selanjutnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat untuk
melakukan gugatan bahwa merek J.Casanova menurut pertimbangan
hakim dan penafsiran hakim pada tingkat kasasi merupakan jelas
merek terkenal, sehingga untuk pengajuannya dapat diperbolehkan
yang mana ada berkaitan dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana
penjelasannya adalah pemberian hak untuk mengaukan gugatan
perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain

dimaksudkan untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik

10



Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Hal ini pastinya merek Casanova milik Irawan Gunawan yang
tidak beritikad baik, karena merek J.Casanova merupakan merek yang
dikategorikan terkenal dan terdaftar di 13 tempat negara ataupun
organisas internasional yang mana djuga diakui oleh World
Intellectual Property Organization, yang mana dapat dibuktikan
dipersidangan sehingga Irawan Gunawan ditentu sgja membonceng
ketenaran, meniru, dan menggunakan kata Casanova sebaga nama
merek yang mana secara luas diketahui merek J.Casanova adalah

merek terkenal .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan itikad tidak baik (bad faith)
dari tergugat tentu sudah ada sgak pendaftaran diawal karena
mengindahkan merek terkenal J.Casanova yang sebenarnya sudah
lama terdaftar di beberapa negara dan tentu merek tersebut memiliki
hak utama dalam pendaftaran merek. Sehingga bukti-bukti yang
menyatakan tidak beritikad baik tentu memiliki keterkaitan erat

terhadap hal-hal yang diajukan didepan persidangan.

Konklusinya, Irawan Gunawan pada saat mendaftarkan atau
mengajukan permohonan pendaftaran merek Casanova yang mana
mempunyai persamaan pada pokoknya atau sebagain merek terkena
milik J.Casanova dari Prancis dengan pasti tidak dilandasi dengan

itikad bailk (good faith), sehingga dalam pandangan yuridisnya
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melanggar dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek, yang mana sekarang menjadi Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikas Geografis,
khusunya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh
Pemohon vyang beritikad tidak baik” serta sejalan dengan
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 370 K/Sip/1983
pada tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek Dunhill yang
intinya dalam pertimbangan hukumnya. Pemakaian dan peniruan
merek terkenal orang lain harus didiskualifikasi sebagai pemakai
merek yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi
perlindungan hukum. °
D. Kesimpulan

1. Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis terkait dasar
penafsiran hakim terkait itikad baik dalam pembatalan merek dagang
terdaftar. Bahwasanya pemaknaan itikad baik sendiri memang tidak
secara langsung dijelaskan pada Undang-Undang Merek, daripada itu
untuk penerapannya pun di Direktorat Merek hanya terdapat pada
pendaftaran dan berkutat pada tahapan pemeriksaan subtantif,
sedangkan penerapan itikad baik di Pengadilan ditafsirkan oleh hakim

berdasarkan Undang-Undang dan mengacu pada Undang-Undang

® putri Ayu Priamsari, 2010, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)”” him.
212, diakses pada http://eprints.undip.ac.id/23761/.
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Merek dan serta merta dikaji kembali syarat waktu awal pendaftaran
mereknya apakah beritikad baik atau tidak.

Sedangkan dalam kasus yang diteliti yakni putusan Nomor 968
K/Pdt.Sus-HK1/2016 tentang sengeketa merek Casanova yang mana
dalam penafsiran hakim adalah merek yang ada didaftarkan dengan
tidak adanya itikad baik harus dibatalkan demikian pula merek
tergugat yang mana terindikasi tidak beritikad baik dan membonceng
ketenaran dari merek penggugat. Hakim menyatakan merek tergugat
adalah didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan berniat curang.
Karena merek J.Casanova terbukti merek terkena dan memiliki syarat
yang memumpuni untuk melakukan gugatan meski pada tahanap
pengadilan Niaga kalah, akan tetapi pada tahapan kasasi Mahkamah
Agung memenangkannya dan menyatakan judex facti telah salah

menerapkan hukum pembuktian tentang merek terkenalnnya.

13
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
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Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
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